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ABSTRACT; The High Court plays a crucial role in Indonesia's judicial system 

as an appellate court responsible for reviewing and supervising district court 

decisions. This article examines the role of the High Court in ensuring substantive 

and procedural justice at the appellate level and identifies the challenges faced in 

fulfilling this function. The study employs a normative juridical approach 

supported by legislative analysis and case studies. The findings reveal that the 

High Court holds a strategic position in providing legal certainty, strengthening 

law enforcement, and establishing precedents that serve as references for lower 

courts. Challenges include a high caseload, disparities in the quantity and quality 

of judicial resources, and inefficiencies in judicial administration processes. This 

article recommends strengthening the institutional capacity of the High Court 

through continuous training for judges, improving case management systems, and 

harmonizing regulations to support its role in guaranteeing justice.  

Keywords: High Court, Justice, Appellate Level. 

ABSTRAK; Pengadilan Tinggi memegang peranan penting dalam sistem 

peradilan Indonesia sebagai pengadilan tingkat banding yang berfungsi untuk 

mengoreksi dan mengawasi putusan pengadilan negeri. Artikel ini mengkaji peran 

Pengadilan Tinggi dalam menjamin keadilan substantif dan prosedural di tingkat 

banding, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan 

fungsi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang 

didukung dengan analisis peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi memiliki peran strategis dalam 

memberikan kepastian hukum, memperkuat penegakan hukum, dan membangun 

preseden yang menjadi rujukan bagi peradilan di tingkat lebih rendah. Kendala 

yang dihadapi meliputi beban perkara yang tinggi, ketimpangan jumlah dan 

kualitas sumber daya hakim, serta kurangnya efisiensi dalam proses administrasi 

peradilan. Artikel ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan 

Pengadilan Tinggi melalui pelatihan berkelanjutan bagi hakim, perbaikan 

manajemen perkara, dan harmonisasi regulasi untuk mendukung pelaksanaan 

tugasnya dalam menjamin keadilan. 

Kata Kunci: Pengadilan Tinggi, Keadilan, Tingkat Banding. 
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PENDAHULUAN 

Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya di singkat UUD 1945 sehingga dapat 

disebut sebagai Negara Hukum Pancasila. Ini telah termuat dan dirumuskan dalam Pasal: 1 

ayat (3) UUD 1945, sebagai berikut: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Tujuannya 

untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang damai, aman, tertib, sejahtera dan berkeadilan. 

Dalam rangka mewujudkan tata kehidupan tersebut dan menjamin persamaan kedudukan 

warga negara dalam hukum diperlukan upaya untuk menegakkan ketertiban, keadilan, 

kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat. 

Dalam kerangka tersebut dibutuhkan suatu lembaga peradilan umum untuk masyarakat.1 

Upaya hukum banding adalah mekanisme yang disediakan oleh sistem peradilan di 

Indonesia untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan 

putusan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) agar kasusnya dapat diperiksa 

kembali oleh pengadilan tingkat kedua, yaitu Pengadilan Tinggi. Upaya hukum merupakan hak 

dari pihak yang dikalahkan untuk tidak menerima putusan pengadilan, yang berupa perlawanan 

atau banding dalam hal menuntut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Upaya hukum 

dalam sistem peradilan dibedakan menjadi dua kategori utama: upaya hukum biasa dan upaya 

hukum luar biasa. Keduanya berfungsi untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam 

proses peradilan, meskipun berbeda dalam syarat, prosedur, dan ruang lingkup penerapannya. 

Berikut tugas pokok dan fungsi dari Pengadilan Tinggi  

Tugas Pokok   

• Menerima, memeriksa dan menyelesaikan setiap perkara di tingkat banding yang 

diajukan kepadanya serta tugas lain yang ditentukan oleh Undang-Undang 

Fungsi 

1. Fungsi Mengadili (Judicial Power), yakni fungsi untuk memeriksa dan mengadili 

perkara-perkara yang menjadi kewenangannya, yang meliputi kewenangan mengadili 

perkara pada tingkat banding dan kewenangan mengadili ditingkat pertama dan terakhir 

menyangkut masalah sengketa mengadili antara Pengadilan Negeri diwilayah hukumnya. 

 
1 http://repository.unissula.ac.id/18669/7/BAB%20I.pdf  

http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v21i1
https://journalversa.com/s/index.php/jhkp
http://repository.unissula.ac.id/18669/7/BAB%20I.pdf


JURNAL HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK  

Volume 7, No. 1, Februari 2025 

https://journalversa.com/s/index.php/jhkp   

 

 

98 

2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan yang berada di wilayah hukumnya, 

baik menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, 

perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan. 

3. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah 

laku Hakim, Panitera/Sekretaris, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan 

pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan di tingkat pertama agar 

peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan 

administrasi perkara, administrasi umum serta pembangunan. 

4. Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada 

instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta. 

5. Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan 

kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan 

dan administrasi peradilan.2 

Dampak dari pengajuan banding dapat sangat signifikan, baik bagi terdakwa maupun 

korban, karena dapat mengubah hasil perkara, mengurangi ketidakpuasan masyarakat, dan 

mendorong akuntabilitas di dalam sistem peradilan. Namun, proses ini juga sering kali 

mengalami tantangan, seperti lamanya waktu proses dan potensi penyalahgunaan.3 

Pengadilan Tinggi merupakan salah satu lembaga yudisial yang memiliki peranan 

strategis dalam sistem peradilan Indonesia. Sebagai pengadilan tingkat banding, Pengadilan 

Tinggi berfungsi untuk meninjau kembali putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan 

Negeri, baik dari segi penerapan hukum maupun fakta yang telah dipertimbangkan. Peran ini 

tidak hanya mencerminkan mekanisme koreksi terhadap potensi kesalahan hukum atau fakta 

di tingkat pertama, tetapi juga bertujuan untuk memastikan tercapainya keadilan substantif bagi 

para pihak yang berperkara. Dalam konteks negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 

ayat (3) UUD 1945, upaya hukum banding menjadi salah satu pilar penting untuk menjamin 

hak atas peradilan yang adil (fair trial). 

Dasar hukum keberadaan dan kewenangan Pengadilan Tinggi diatur dalam beberapa 

peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

 
2 https://pt-medan.go.id/?page_id=480 
 
3 Shindy Dwianisa, ANALISIS UPAYA HUKUM BANDING DALAM MENJAMIN KEADILAN TERHADAP PROSES 
PERADILAN PIDANA DI INDONESIA, Jurnal Hukum dan KewarganegaraanVol 7 No 9Tahun 2024 
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Kehakiman menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan 

badan peradilan di bawahnya, termasuk Pengadilan Tinggi. Lebih lanjut, Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 49 Tahun 2009, mengatur kewenangan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat 

banding. Dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tersebut, disebutkan bahwa Pengadilan 

Tinggi memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang 

diajukan kepadanya sebagai banding atas putusan Pengadilan Negeri. 

Pentingnya peran Pengadilan Tinggi juga dapat dilihat dari fungsinya dalam memberikan 

keadilan kepada masyarakat. Proses banding memungkinkan pihak yang merasa dirugikan oleh 

putusan Pengadilan Negeri untuk memperoleh pemeriksaan ulang yang lebih mendalam. 

Dalam hal ini, Pengadilan Tinggi tidak hanya berperan sebagai forum koreksi, tetapi juga 

sebagai institusi yang memperkuat kepastian hukum. Seiring dengan itu, Pengadilan Tinggi 

memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan, seperti 

persamaan di hadapan hukum (equality before the law), diterapkan secara konsisten. 

Namun, peran Pengadilan Tinggi dalam menjamin keadilan di tingkat banding tidak 

terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah tingginya beban perkara 

yang harus ditangani. Berdasarkan laporan tahunan Mahkamah Agung, jumlah perkara yang 

diajukan ke Pengadilan Tinggi cenderung meningkat setiap tahun, yang dapat mengakibatkan 

penundaan penyelesaian perkara dan menurunkan kualitas putusan. Selain itu, adanya 

ketimpangan sumber daya hakim, baik dari segi jumlah maupun kompetensi, turut 

memengaruhi efektivitas Pengadilan Tinggi dalam menjalankan fungsinya. 

Selain itu, tumpang tindih regulasi dan kurangnya harmonisasi antara berbagai aturan 

hukum sering kali menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi. Sebagai 

contoh, dalam beberapa kasus, terdapat perbedaan penafsiran hukum antara Pengadilan Negeri 

dan Pengadilan Tinggi, yang berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum bagi para pencari 

keadilan. Oleh karena itu, peran Pengadilan Tinggi tidak hanya terbatas pada menyelesaikan 

sengketa yang diajukan kepadanya, tetapi juga membentuk preseden hukum yang dapat 

menjadi acuan bagi pengadilan tingkat pertama. 

Melalui kajian ini, penelitian akan menguraikan secara mendalam peran Pengadilan 

Tinggi dalam menjamin keadilan di tingkat banding, dengan fokus pada analisis normatif. 

Kajian ini penting untuk memahami sejauh mana Pengadilan Tinggi telah berhasil menjalankan 

http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v21i1
https://journalversa.com/s/index.php/jhkp


JURNAL HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK  

Volume 7, No. 1, Februari 2025 

https://journalversa.com/s/index.php/jhkp   

 

 

100 

fungsi dan tanggung jawabnya dalam memastikan keadilan bagi masyarakat. Selain itu, 

penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh Pengadilan Tinggi dan 

memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerjanya di masa depan. Dengan demikian, 

diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem peradilan di 

Indonesia, khususnya dalam konteks peran Pengadilan Tinggi di tingkat banding 

Berdasarkan pendahuluan di atas, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran Pengadilan Tinggi dalam menjamin keadilan di tingkat banding sesuai 

dengan prinsip-prinsip negara hukum? 

2. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh Pengadilan Tinggi dalam melaksanakan 

Bagaimana solusi yang dapat diusulkan untuk meningkatkan efektivitas Pengadilan 

Tinggi dalam menjalankan perannya demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum di 

Indonesia? 

3. tugasnya sebagai pengadilan tingkat banding? 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan 

deskriptif. Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-

undangan yang menjadi dasar hukum peran Pengadilan Tinggi dalam proses banding. 

Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai 

peran, tantangan, dan solusi terkait pelaksanaan fungsi Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan 

tingkat banding. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi: 

1. Bahan hukum primer: Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (beserta 

perubahannya), serta peraturan terkait lainnya. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menganalisis 

dokumen-dokumen hukum dan sumber pustaka terkait. Data yang diperoleh dianalisis secara 

kualitatif untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Analisis ini melibatkan 

identifikasi, interpretasi, dan evaluasi terhadap norma hukum yang berlaku serta 

pelaksanaannya dalam konteks peran Pengadilan Tinggi di tingkat banding. 
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Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang aplikatif untuk 

meningkatkan peran Pengadilan Tinggi dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum di 

Indonesia. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengadilan Tinggi memainkan peran yang sangat strategis dalam menjamin keadilan di 

tingkat banding, terutama dalam konteks prinsip-prinsip negara hukum. Sebagai lembaga 

peradilan tingkat kedua, Pengadilan Tinggi bertugas untuk memastikan bahwa putusan-

putusan yang diambil oleh pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan 

mencerminkan nilai-nilai keadilan. Fungsi ini menjadi esensial dalam memberikan 

perlindungan hukum yang optimal bagi masyarakat pencari keadilan, sekaligus menjaga 

kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. 

Peran Pengadilan Tinggi Dalam Menjamin Keadilan Di Tingkat Banding Sesuai Dengan 

Prinsip-Prinsip Negara Hukum 

Dalam menjalankan perannya, Pengadilan Tinggi memiliki tanggung jawab untuk 

memeriksa ulang perkara yang diajukan melalui proses banding. Hal ini mencakup evaluasi 

terhadap penerapan hukum, penilaian fakta-fakta yang relevan, serta pelaksanaan prosedur di 

pengadilan tingkat pertama. Proses ini memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang merasa 

dirugikan oleh putusan pengadilan negeri untuk mendapatkan keadilan yang lebih substansial. 

Dengan demikian, Pengadilan Tinggi berperan sebagai penjaga prinsip-prinsip supremasi 

hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan kepastian hukum yang menjadi pilar utama negara 

hukum. 

Peran Pengadilan Tinggi dalam menjamin keadilan di tingkat banding memiliki 

hubungan yang erat dengan prinsip-prinsip negara hukum, yang meliputi supremasi hukum, 

kesetaraan di hadapan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Sebagai lembaga peradilan 

tingkat kedua dalam hierarki peradilan Indonesia, Pengadilan Tinggi bertanggung jawab untuk 

memastikan bahwa putusan yang dihasilkan oleh pengadilan negeri telah sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku dan mencerminkan nilai-nilai keadilan. Tugas ini tidak hanya 

penting untuk menjaga integritas sistem peradilan, tetapi juga untuk memberikan keadilan 

substantif kepada para pencari keadilan. 

Dalam konteks prinsip supremasi hukum, Pengadilan Tinggi berperan sebagai pengawas 

atas penerapan hukum yang dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama. Pengadilan Tinggi 
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memastikan bahwa putusan di tingkat pengadilan negeri tidak menyimpang dari peraturan 

perundang-undangan yang berlaku serta tidak melanggar prinsip-prinsip hukum yang 

mendasarinya. Dengan kata lain, Pengadilan Tinggi berfungsi sebagai mekanisme koreksi yang 

menjamin bahwa hukum diterapkan secara konsisten di seluruh jenjang peradilan. 

Prinsip kesetaraan di hadapan hukum juga menjadi landasan penting dalam peran 

Pengadilan Tinggi. Dalam memeriksa perkara banding, Pengadilan Tinggi wajib 

memperlakukan semua pihak secara adil, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik 

mereka. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang 

sama untuk memperoleh keadilan, sesuai dengan amanat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang 

menjamin kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara. 

Sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip perlindungan hak asasi manusia, Pengadilan 

Tinggi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa putusan-putusan yang dihasilkan 

tidak hanya legal secara prosedural, tetapi juga adil secara substantif. Dalam hal ini, Pengadilan 

Tinggi harus mempertimbangkan dampak putusan terhadap hak-hak para pihak yang terlibat, 

serta menjunjung tinggi asas proporsionalitas dan keseimbangan antara kepentingan individu 

dan kepentingan umum. 

Dasar hukum yang menjadi landasan operasional Pengadilan Tinggi diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2004. Kedua undang-undang ini menegaskan bahwa Pengadilan 

Tinggi memiliki kewenangan untuk memutus perkara banding, memberikan bimbingan kepada 

pengadilan negeri, serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas 

peradilan di tingkat pertama. 

Dalam praktiknya, Pengadilan Tinggi berperan untuk mengevaluasi ulang bukti-bukti dan 

argumentasi hukum yang telah diajukan di pengadilan negeri. Hal ini memberikan kesempatan 

bagi para pihak untuk mendapatkan pemeriksaan ulang yang lebih komprehensif, terutama jika 

terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum atau penilaian fakta di tingkat pertama. Dengan 

demikian, fungsi banding yang dijalankan oleh Pengadilan Tinggi merupakan bentuk 

implementasi nyata dari prinsip negara hukum yang menjamin adanya mekanisme koreksi 

dalam sistem peradilan. 
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Namun, Pengadilan Tinggi juga menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan 

perannya. Salah satu tantangan terbesar adalah beban perkara yang tinggi, yang dapat 

memengaruhi kualitas dan ketepatan waktu putusan. Selain itu, adanya tekanan dari berbagai 

pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mengancam independensi hakim. 

Oleh karena itu, diperlukan dukungan yang kuat, baik dari segi kebijakan maupun infrastruktur, 

untuk memastikan bahwa Pengadilan Tinggi dapat menjalankan tugasnya secara optimal. 

Secara keseluruhan, peran Pengadilan Tinggi dalam menjamin keadilan di tingkat 

banding merupakan wujud konkret dari pelaksanaan prinsip-prinsip negara hukum di 

Indonesia. Dengan menjalankan fungsi koreksi, pengawasan, dan pengendalian, Pengadilan 

Tinggi tidak hanya memastikan penerapan hukum yang tepat tetapi juga menjamin terciptanya 

keadilan yang berkeadaban. Hal ini menegaskan bahwa Pengadilan Tinggi merupakan salah 

satu pilar utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan nasional. 

Prinsip-prinsip negara hukum memiliki relevansi yang erat dengan peran Pengadilan 

Tinggi dalam menjamin keadilan di tingkat banding. Prinsip-prinsip ini memberikan dasar 

normatif dan operasional bagi fungsi peradilan, khususnya dalam memastikan bahwa proses 

banding dapat dijalankan secara transparan, adil, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. 

Adapun prinsip-prinsip tersebut meliputi: 

1. Supremasi Hukum (Rule of Law) Pengadilan Tinggi berperan sebagai pelindung 

supremasi hukum dengan memastikan bahwa setiap putusan di tingkat pengadilan negeri 

tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Dalam proses banding, 

Pengadilan Tinggi menilai apakah pengadilan tingkat pertama telah menerapkan hukum 

secara benar dan konsisten. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada 

penyalahgunaan kekuasaan atau penyimpangan hukum yang dapat merugikan para pihak 

yang mencari keadilan. 

2. Kesetaraan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) Prinsip ini menuntut 

Pengadilan Tinggi untuk memperlakukan semua pihak secara adil tanpa diskriminasi. 

Dalam pemeriksaan banding, hakim Pengadilan Tinggi wajib menjamin bahwa setiap 

pihak, baik penggugat maupun tergugat, mendapatkan perlakuan yang setara di mata 

hukum. Pengadilan Tinggi juga harus mempertimbangkan semua bukti dan argumen 

tanpa memihak, sehingga menghasilkan putusan yang obyektif dan berimbang. 
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3. Kepastian Hukum (Legal Certainty) Pengadilan Tinggi berfungsi untuk memberikan 

kepastian hukum melalui putusan-putusan yang tegas dan jelas. Dalam proses banding, 

Pengadilan Tinggi mengevaluasi apakah putusan pengadilan negeri telah menciptakan 

kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Kepastian hukum ini penting untuk 

menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan untuk mencegah potensi 

sengketa lebih lanjut. 

4. Akuntabilitas Peradilan (Judicial Accountability) Sebagai bagian dari prinsip negara 

hukum, akuntabilitas peradilan menuntut agar Pengadilan Tinggi dapat 

mempertanggungjawabkan setiap putusannya. Hakim di tingkat banding harus 

memberikan alasan yang jelas dan logis dalam setiap putusannya, sehingga para pihak 

memahami dasar hukum yang digunakan. Transparansi ini juga berfungsi untuk 

mengawasi independensi hakim dan mencegah potensi penyalahgunaan wewenang. 

5. Perlindungan Hak Asasi Manusia (Human Rights Protection) Dalam memutus perkara 

banding, Pengadilan Tinggi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap hak-hak 

asasi manusia para pihak. Hakim wajib memastikan bahwa putusan yang diambil tidak 

hanya legal secara formal tetapi juga adil secara substantif. Dengan demikian, Pengadilan 

Tinggi berperan dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia melalui 

proses peradilan. 

6. Keseimbangan dan Proporsionalitas (Proportionality) Prinsip ini mengharuskan 

Pengadilan Tinggi untuk mempertimbangkan keseimbangan antara hak dan kewajiban 

para pihak. Putusan yang dihasilkan harus proporsional, yaitu tidak memberikan 

keistimewaan yang berlebihan kepada salah satu pihak sehingga merugikan pihak lain. 

Dengan cara ini, Pengadilan Tinggi mendukung penyelesaian sengketa yang adil dan 

berkeadaban. 

Dengan menerapkan prinsip-prinsip negara hukum ini, Pengadilan Tinggi tidak hanya 

menjalankan fungsinya sebagai pengadilan tingkat kedua tetapi juga sebagai institusi yang 

menjaga integritas dan keadilan dalam sistem hukum. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa 

keadilan tidak hanya menjadi cita-cita tetapi juga kenyataan yang dirasakan oleh masyarakat. 

Oleh karena itu, peran Pengadilan Tinggi dalam menjamin keadilan di tingkat banding 

merupakan wujud konkret dari implementasi nilai-nilai negara hukum di Indonesia. 
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Tantangan Yang dihadapi Oleh Pengadilan Tinggi Dalam Melaksanakan Tugasnya 

Sebagai Pengadilan Tingkat Banding 

Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding memiliki peran strategis dalam 

memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Namun, dalam 

pelaksanaan tugasnya, Pengadilan Tinggi menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks. 

Salah satu tantangan utama adalah tingginya beban kerja akibat banyaknya perkara yang 

diajukan untuk banding. Lonjakan jumlah perkara ini seringkali tidak sebanding dengan 

jumlah hakim dan tenaga pendukung yang tersedia, sehingga mengakibatkan penundaan dalam 

penyelesaian perkara. Selain itu, kompleksitas perkara yang dihadapi juga semakin meningkat, 

terutama dalam perkara-perkara yang melibatkan isu hukum baru atau berkaitan dengan 

regulasi yang belum sepenuhnya teruji di tingkat peradilan. Hal ini menuntut hakim untuk 

memiliki pemahaman yang mendalam dan kemampuan analisis yang tinggi. 

Tantangan lainnya adalah kualitas putusan di tingkat pertama yang terkadang kurang 

memadai, sehingga memengaruhi proses banding. Pengadilan Tinggi sering kali harus 

melakukan koreksi substansial terhadap putusan tersebut, yang dapat mempersulit 

pengambilan keputusan yang adil dan efektif. Selain itu, adanya tekanan eksternal, seperti 

intervensi pihak tertentu atau pengaruh politik, dapat mengancam independensi hakim dalam 

menjalankan tugasnya. Kurangnya fasilitas pendukung, seperti teknologi informasi yang 

memadai, juga menjadi kendala, terutama dalam era digitalisasi yang semakin mendesak 

kebutuhan akan sistem peradilan yang modern dan transparan. 

Tantangan tambahan melibatkan upaya menjaga integritas lembaga peradilan. Kasus-

kasus pelanggaran etika oleh oknum di lingkungan peradilan dapat merusak kepercayaan 

publik terhadap Pengadilan Tinggi. Dalam konteks geografis, Pengadilan Tinggi yang berada 

di wilayah terpencil atau memiliki cakupan yurisdiksi yang luas sering menghadapi kesulitan 

logistik dalam melaksanakan sidang atau mengakses bukti dan saksi yang berada di lokasi jauh. 

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan reformasi menyeluruh yang 

mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, modernisasi teknologi informasi, 

penguatan pengawasan internal, dan kolaborasi dengan lembaga-lembaga terkait guna 

menciptakan sistem peradilan yang efisien, transparan, dan akuntabel. 

Beberapa tantangan utama yang dapat diuraikan adalah: 

Beberapa tantangan utama yang dapat diuraikan adalah: 
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1. Beban Kerja yang Tinggi 

Jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Tinggi sering kali jauh lebih banyak 

dibandingkan dengan kapasitas hakim yang tersedia. Hal ini disebabkan oleh tingginya 

tingkat pengajuan banding dari pengadilan tingkat pertama, baik dalam perkara perdata, 

pidana, maupun tata usaha negara. Beban kerja yang berlebihan dapat mengakibatkan 

penundaan penyelesaian perkara dan menurunkan kualitas putusan. 

2. KompleksitasPerkara 

Banyak perkara yang diajukan ke tingkat banding melibatkan isu hukum yang kompleks 

dan belum memiliki yurisprudensi yang mapan. Hakim harus memiliki kompetensi tinggi 

untuk menganalisis perkara tersebut, khususnya jika menyangkut regulasi baru atau 

konflik hukum yang multidimensi. 

3. Kualitas Putusan di Tingkat Pertama 

Putusan pengadilan tingkat pertama yang sering kali memiliki kelemahan substansial 

menjadi tantangan besar bagi Pengadilan Tinggi. Hakim di tingkat banding tidak hanya 

menilai kesesuaian hukum tetapi juga harus memperbaiki kekurangan yang terjadi di 

tingkat pertama. 

4. Tekanan Eksternal dan Independensi Hakim 

Pengadilan Tinggi tidak terlepas dari kemungkinan adanya tekanan eksternal, baik dari 

pihak yang berkepentingan, masyarakat, maupun unsur politik. Hal ini dapat mengancam 

independensi hakim dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. 

5. Keterbatasan Sumber Daya 

Fasilitas pendukung seperti teknologi informasi, ruang sidang, dan akses ke data hukum 

terkini masih terbatas, terutama di wilayah-wilayah yang terpencil. Hal ini menghambat 

efisiensi dan modernisasi sistem peradilan. 

6. Kendala Geografis 

Dalam beberapa yurisdiksi yang luas atau terpencil, pengumpulan bukti, menghadirkan 

saksi, atau mengakses lokasi kejadian menjadi tantangan logistik. Hal ini sering 

menyebabkan keterlambatan proses banding. 

 

 

 

http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v21i1
https://journalversa.com/s/index.php/jhkp


JURNAL HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK  

Volume 7, No. 1, Februari 2025 

https://journalversa.com/s/index.php/jhkp   

 

 

107 

7. Integritas dan Pengawasan Internal 

Masalah integritas di kalangan aparat peradilan, termasuk hakim dan staf pengadilan, 

dapat mencoreng citra Pengadilan Tinggi. Kasus-kasus pelanggaran kode etik menuntut 

penguatan sistem pengawasan internal dan penegakan disiplin. 

8 Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Peradilan 

Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan karena isu transparansi 

dan efisiensi menjadi tantangan besar. Pengadilan Tinggi harus memastikan bahwa proses 

banding berjalan dengan adil, cepat, dan transparan untuk memulihkan kepercayaan 

masyarakat. 

Solusi untuk Meningkatkan Efektivitas Pengadilan Tinggi dalam Menjalankan Perannya 

Demi Tercapainya Keadilan dan Kepastian Hukum di Indonesia 

Untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh Pengadilan Tinggi dan 

meningkatkan efektivitasnya, sejumlah solusi strategis dapat diusulkan, yang meliputi 

reformasi sistem, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan teknologi dan 

transparansi. Berikut adalah pemaparan langkah-langkah konkret yang dapat diambil: 

1. Penambahan dan Peningkatan Kompetensi Hakim 

1. Rekrutmen Hakim Berkualitas: Pemerintah perlu menambah jumlah hakim 

Pengadilan Tinggi secara proporsional sesuai dengan jumlah perkara yang ditangani. 

Proses rekrutmen harus menjamin bahwa hakim yang terpilih memiliki integritas 

tinggi dan kompetensi hukum yang memadai. 

2. Pelatihan Berkelanjutan: Hakim harus diberikan pelatihan berkala yang mencakup 

pemahaman terhadap isu-isu hukum terbaru, teknologi hukum, serta keterampilan 

analitis untuk menangani perkara kompleks. 

2. Optimalisasi Teknologi Informasi 

1. Digitalisasi Proses Peradilan: Implementasi e-court dan e-litigation di tingkat 

Pengadilan Tinggi perlu ditingkatkan untuk mempercepat proses administrasi 

perkara, mulai dari pengajuan banding hingga publikasi putusan. 

2. Sistem Manajemen Perkara Terpadu: Penggunaan sistem manajemen perkara yang 

efisien dapat membantu dalam memonitor, mengelola, dan mempercepat penanganan 

perkara secara transparan dan akurat. 
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3. Reformasi Prosedur dan Regulasi 

1. Penyederhanaan Prosedur Banding: Prosedur banding yang terlalu rumit dapat 

disederhanakan tanpa mengurangi substansi proses keadilan, misalnya melalui 

penggunaan standar penilaian yang lebih jelas. 

2. Peningkatan Konsistensi Putusan: Pengadilan Tinggi dapat membentuk mekanisme 

supervisi internal untuk memastikan bahwa putusan yang dihasilkan memiliki 

konsistensi hukum dan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan. 

4. Penguatan Pengawasan Internal dan Etika 

1. Penegakan Kode Etik Hakim: Dibutuhkan pengawasan yang lebih ketat terhadap 

integritas hakim melalui mekanisme pengawasan internal yang transparan dan 

independen. 

2. Laporan Publik dan Akuntabilitas: Pengadilan Tinggi harus secara berkala 

mempublikasikan laporan kinerja untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan 

publik. 

5. Peningkatan Sarana dan Prasarana 

1. Modernisasi Infrastruktur: Pengadilan Tinggi, terutama di daerah terpencil, 

memerlukan fasilitas fisik yang memadai, seperti ruang sidang yang modern dan 

akses teknologi. 

2. Penguatan Fasilitas Penunjang: Fasilitas penunjang seperti perpustakaan hukum 

digital dan akses ke database hukum nasional harus ditingkatkan. 

6. Kolaborasi dan Koordinasi Antarlembaga 

1. Sinergi dengan Lembaga Lain: Pengadilan Tinggi harus menjalin kerja sama dengan 

lembaga lain, seperti Mahkamah Agung, untuk sinkronisasi kebijakan dan 

peningkatan kualitas regulasi. 

2. Pemberdayaan Masyarakat Hukum: Melibatkan akademisi, organisasi masyarakat 

sipil, dan praktisi hukum dalam memberikan masukan untuk meningkatkan kualitas 

putusan dan prosedur hukum. 
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7. Edukasi dan Kesadaran Publik 

1. Transparansi Putusan: Publikasi putusan Pengadilan Tinggi harus mudah diakses oleh 

masyarakat, sehingga dapat menjadi referensi hukum dan meningkatkan pemahaman 

masyarakat terhadap proses hukum. 

2. Sosialisasi Proses Banding: Edukasi kepada masyarakat terkait prosedur banding 

yang benar dapat membantu mengurangi pengajuan banding yang tidak relevan atau 

tidak didasarkan pada dasar hukum yang kuat. 

8. Insentif bagi Hakim dan Aparatur 

1. Peningkatan Kesejahteraan: Hakim dan aparatur Pengadilan Tinggi harus 

mendapatkan insentif yang memadai untuk mendukung profesionalisme dan 

mengurangi potensi penyimpangan. 

2. Penghargaan atas Prestasi: Sistem penghargaan bagi hakim yang memiliki kinerja 

baik dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas mereka. 

Dengan implementasi solusi-solusi tersebut, Pengadilan Tinggi diharapkan mampu 

menjalankan perannya secara lebih efektif, sehingga dapat mewujudkan keadilan dan kepastian 

hukum yang menjadi pilar utama sistem peradilan Indonesia 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pengadilan Tinggi memiliki peran yang sangat strategis dalam sistem peradilan Indonesia 

sebagai pengadilan tingkat banding. Sebagai lembaga yang bertugas memastikan keadilan dan 

kepastian hukum, Pengadilan Tinggi tidak hanya berfungsi untuk mengoreksi putusan 

pengadilan tingkat pertama, tetapi juga menjadi penentu dalam menjaga konsistensi penerapan 

hukum dan prinsip-prinsip keadilan. Dalam menjalankan perannya, Pengadilan Tinggi 

menghadapi sejumlah tantangan, termasuk beban kerja yang tinggi, kualitas putusan 

pengadilan tingkat pertama yang beragam, keterbatasan sarana dan prasarana, serta ancaman 

terhadap independensi hakim. 

Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa solusi strategis telah diidentifikasi. 

Peningkatan kompetensi hakim melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan sangat 

diperlukan untuk menangani perkara yang kompleks dan beragam. Optimalisasi teknologi 

informasi, seperti implementasi e-court dan manajemen perkara elektronik, dapat mempercepat 

proses administrasi dan meningkatkan transparansi. Selain itu, reformasi prosedur banding, 
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penguatan pengawasan internal, serta modernisasi infrastruktur peradilan merupakan langkah 

penting untuk mendukung efektivitas Pengadilan Tinggi. 

Kesuksesan peran Pengadilan Tinggi juga memerlukan sinergi antara lembaga peradilan 

dan masyarakat hukum untuk membangun sistem peradilan yang lebih transparan, efisien, dan 

akuntabel. Dengan implementasi reformasi yang menyeluruh, Pengadilan Tinggi dapat 

memperkuat fungsinya sebagai penjaga keadilan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan 

memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mampu mencerminkan nilai-nilai hukum 

dan keadilan yang diharapkan  
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